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Oleh:
Gelang Asmere

Selarrn int pidangan anang huhn di h dorwsta dipengarahi oleh ajomn.balwa
huhtm merupalan sarata pentbalnman nusyamtat atuu samm rcfuWa sosial Q.aw
os a tool of social engenegfing). Ajamn yang ndifikasi dori djamn Racoe
Pand ini dikcnbangkan oleh Prof Mochar Kusuraattudja dsri Univemilas
Pdja$arun Ban&tng telah menjdi arwlqn Perwrintah dt masa Ot& Bant untut

progmn Dengqn prrdarrgon tercebut, huhtm cendrvng
menjadi alat penguasa untak melegitimasika, apa saja yang dikehendah untuk diperbwt
terhadap m*yat. Pandangan ini dalon batas-balas dan tahap terrentu doryt membau,a
btrcsalalutan, akan tetqi wina*ala lonool terhadap lefuasun lettu\ pan&ngan ini
akan menimbulkan lcmudoraan fun kcsengwtwn bagt mhyat Oleh sebab in
diperlukan suotu towep baru tentong fiutgsi hufun. nukvn paia saat ini henfuW
brikan semata-maa alat rekoyasa masyamkat melalnkan sebagai tnst urnen ncngonttol
bfuosun oleh mhyat

Pendahulurn
Kcnyataan kasat mtte yang tak belaka" Hukum seolahplah benrr-b€D.r

tsbantahkan yang dapct disaksik n sadini telah lumpuh m€nghadspi beftogai
adalah porggnkan hukum yang $ngat pclanggann hukun &n bak asasi manusia-.
buruk Oleh sedo-- itr ttdrk mengherankan Pernyataan di atas bukanlah isapqrt'
apabila masyarakat erygan meryhomrti jempol belat<a. Potret suram koddisi banga
hukmr, karena mer€ka mengadggap Indonesia tcrsebut depat ditqiukkan
hukum tidak lagi dapot memberikln dengan bcrbagai kasus yang tidak ditsngui
jaminan kerrnanan dnn ketertiban. Hukun &ngan baik scaerti: (l) Kasw
se6laholah tidak lagi dipercaya untuk penychh$maan &nr reboisssi ot'eh
dapat mcnyelesaikan' masalah.masalah Prayugo Pangestu Cs yang diperkinkan
yang t€dadi di tengah.tengah kchidupan telah merugikan keuangan negara sebesar
ntlyaraket ,.dan berncgp..-* Rp.l95 milyar.; (2) I&sus yang melibctlran
Kepastian hukum menjadi dipenanl,akan Ginanjar Kartasasmita Cs yang diduga
Sernoboyan Fiaf Justitia Percat Mrmdts telah melakukan tindak pidana konrpsi
("walaupun dunia akan runtuh, hukum dalam technologioal coutraocs
harus t€tap ditegakkan) hanyalah PT.Pcrtamina denean PT Ushindo Fetro
sernbopng pemanis di bibir pcngacara Cas lGrugian negtra dipcrkiralon
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mencapai 23,3 irrt^ dollar AS. Perkara ini
mulai disidik Maret 2001 dan hingga saat
ini tidak jelas penyelesaiarmya (Kompas'
411212001); (3) Terakhir, dapat disaksikan
betam lambannya penyelesaian masalah
dalam kasus'BLBI' dan "Bulog Gate"'

Diskripsi kasus'kasus di atas adalah
segelintir kasus dari ribuan kasus yang latn
yang mernpcrlihatkan kepada kita tentang
Lgitu tematrnva penegakan hukum di
negeri ini. Hukum seolah-olah sudah tidak
berdaya lagi mengatasi permasalahan-
permasalahan hukum yang seharusnya
menjadi tugasnYa.

Di lain Pihak moral Para
penyelenggara negara dan para penegak 

-
hukum kian merosot, hal ini dibuktikan
dengan maraknya praktik-praktik Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme. Masih terngiang di
telinga kita, bahwa di tahun 2000 dunia
internasional telah menilai korupsi di
Indonesia paling parah di Asia. Penilaian
ini dibuat oleh "Political and Economic
fusk Consultation" (PERC) atau Badan
Konsultasi Risiko Ekonomi dan Politik
terhadap 527 ekspatriat di seluruh wilayah
Asia @ali Post, 2513-2000). Predikat
tersebut tetap dipertahankan hingga tahun
2002 ini, bahkan disinyalir kian parah oleh
PERC (Bali Post, 1l Maret 2002).

KoruPsi di lndonesia bahkan sejak
lama telah merambah ke dunia peradilan.
Kita masih ingat, bahwa di tahun 1998
Daniel Kauftnan dalam Laporan
Bweaucratic and Judiciary Bribery
dikatakan bahwa tingkat korupsi di
peradilan Indonesia adalah paling tinggi

negara-negEra Ukraina'
Venezuela, Rusia, Kolombia, Mesr,
Yordania, Turki, malaysia, Brunei, Afrika
Selatan, Singapura, dan lainlain. Celaanya,
korupsi di peradilan dianggap sebagai hal
yang biasa. Banyak pengacara yang tidak
malu-malu lagi merrwarkan sejumlah uang
kepada hakim dan jaksa. Bahkan dalam
bentuk yang berbeda, ada juga pengacara
yeng "menggaji" hakim bulanan.
Sementara pada saat yang bersamaan'
hakim jaksa, polisi juga panitee tidak
merasa risih pula untuk meminta uang dari
pengiacara. Ibaratnya, jika dulu korupsi
dilakuk&n dengan diamdiam, kini
dilakukan terbuka dan terang-terangan.
Hingga kini tidak ada jaminan jika praktik-
praktik KKN di lembaga peradilan itu
sudah usai. Sebagian masyarakat menilai
Pengadilan bukan lagi tempat mendapatkan
keadilan melainkan bursa keadilan. Siapa
yang bisa memberi banyalq akan
mendapatkan keadilan yang diinginkan' I

Untuk menggambarkan keadaan
tersebut kiranya tepat ungkapan Marcus
Lukman yang menyatakan, bahwa seluruh
persendian hukum dan tatanan hukum
tampalnya terkena penyakit REMATIK -
Rusak Etik, Moral, Akhlalq Tekad'
Intelegensi dan Kearifan. Akibatnya yang
mengedepan bukanlah penlaku hukum
yang beradab melainkan mundur ke zaman
jahiliyah-homo homini lupus, annomali,
dan chaos (Marcus Lukma4 2002 : I )
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Pcmberdoyean 'Hokum Melalui
Perubahan Paradigma Tentang Fungsi
Eukum

Kondisi seperti yang digambarkan
di atas, menunjukkan betapa hukum tidak
berdaya m€ngatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
sesuai dengan citz-cita hukum itu sendiri
untuk mewujdukan keadilan, kepastian dan
kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh scbab
itu diperlukan 'suatu upaya untuk
memberdayakan hukum.

Memberdayakan hukum artinya
mengupayakan berfrmgsinya hukum
sebag&i saranr pengendali kehidupan
berpribadi, bermasyarakat, berbangsa" dan -
bemegara untuk mcmanusiakan diri
manusia ke nalar kemanusiaannya yang
membutuhkan rasa arnan, damai, t€nteram,
tertib, pasti, benar, dan berkcadaban.
Pemberdayaan hukum bertujuan
membudayakan perilaku hukum sehingga
mampu membentuk pemikiran, perasaaq
kehendak, sikap perilaku, dan perbuatan
hukum yang sesuai dengan tujuan hukum,
yakni t€rcip,tanya keadilaq kepastian dan
kesej ahteraan bagi masyarakat.

Persoalannya siapakah yang perlu
dibudoyakan perilaku hukumnya, dan
dengan cara bagaimana memberdayakan
hukum sehingg& tercipta kesadaran dan
kepatuhan hukum. Kesadaran dan
kepotuhan hukum akan terwujud manakala
pada diri individu dan kelompok
masyarakat terbentuk pengetahuarl
pernahaman, dan penghayatan yang mapan
tentang manfaat dan tujuan hukwn" yang

atas dsssr itu, terekspresikan pemikirar4
perasaan, sikap, watak, perilaku, dan
perbuatan yang mentradisi untuk mematuhi
p€ftrturan hukum termasuk menyelesaikan
sengketa sesuei koridor hukum yang
berlaku.

Nampaknya untuk memecahkan
persoalan ini tidak cukup dengan mencari
pernecahan secara pragnatis dan parsial
melainkan harus dicari dari pedekatan
filosofis tentang paradigma dan pandangan
tentang hukum yang dianut selana ini.
Selama ini pandangan tentang hukum di
Indonesia dipengaruhi oleh ajaran bahwa
hukum merupakan sarana pembaharuan
masyarakat atau sarana rekayasa sosial
(taw as a tool of social engeneering).
Ajaran yang merupkan modifikasi dari
ajaran Rucoe Pound ini dikembangkan oleh
Prof Mochtar Kusumaatladja dari
Univenitas Padjadjaran Bandung &n telah
menjadi anutan Pemerintah di masa Orde
Baru untuk mendukung program
pembangunan (Otje Salman, 1987:17,351'
Lihat pula Lili Rasjidi, 1993:83)

nengan panAangan ters€but, mau
tidak mau kita menempatkan hukum
identik dengan kcmauan penguas4 karena
hukun di sini dipergunakan sebagai sarana
bagi penguasa untuk mengubah tatanan
perikehidupon masyarakat ke arah 5rang
dikehendaki. Menurut hemat penulis,
pandangan ini dalam batas-batas dan tahap
tert€ntu dapat membawa kemasalahatan,
akan t€tapi manakala kontrol terhadap
kekuasaan lemah, pandangan ini akan
menimbulkan kemudaratan dan
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taen5aman bagi rakyat. Bcberapo sisi
ncFtif yang munoul dalam percrapdn
pordaflgan sosial cngenering terscbut dan
yang tclah dialami oleh bangsa Indonesia
autara lain adalah lv{asyarakat ditempatkan
pada posisi sebagai obyek yang barus
diatur dan direkayasa. Dalam bohasa lain
masyarakat hanya setbata-mata s€bagai
obyek pembanguna4 bukdt subyek
pembangunan. Semenfars ponguasa sendiri
dapot bertindak apo ssj& m€nurut :
kehendakrya dengar mempergunakan
legalitas hukum. Rakyat ditempatkan poda
posisi yang bertudaphadapan dengan
penguasa. Dalam posisi yang demikian,
rakyat yang lemeh bila bcrhadapen dengan
Penguasa yang kuat, "kan menjadi pasif
dan serba menunggu s€roya fimduk p6da
kehendak p€nguasa. Di kalangBn para
pejabat pemerintahan yang melrrksanakan
fingsi pemerintahan dan pembanguan
baik di tingkat prlsat maupun daerall
berkembong budaya lvfanajekemn
Birokrasi Otolaatik (MBO), feodalistik,
KKN, Komersialisasi Jabatan dan
sebsgoinya yang menyebabkan masyaratat
tidak terayomi kepentingannya ketiks
berurusan dcngan instansi pemcrintah yaag
diharapkan menjalankan {arajemcn
Birolaasi Kerakyatan (MBK);

Di kalangan rydntur peocg|k
hukun altan terbenfi* budaya pcnggunaan
kewenangan repressif. Pada masa lalu
seringkali terekspose di media masa
terjadinva kasus'krsw
penetranan, intcrogasi, penggeledahar\
pcoyita& barang bukti, penuafirtrrt

peradilaq dan pengambilan putgsqn.
pengadilan yang mcoyinpoqgi ksidah-
kaidah hukwn, mengakibetkan
tertoyaknyan perasssn keadilan hukum
dalam masyarakat;
Bagi anggota Dewan Perwakilan rakyat di
tindot Puet &aupun da€rah yang
melaksanakan fungsi penyambung lidah
mkyat berkeinbong brdsya hipolsit,
mcnanipulasi kepentingEn dbadi dan
golongan seolah-olah kepentingEn ratyc.

Hal-hal tsrsebtrt merupatan eksec"
ekses yang ditimbulksn dari penerapan
pandansan yong menempatkan hukunt
sebogd sarana rekayasa sosial. Untut
mcngabsi dan menghindari terjadinp
bcrbagai eks6 &rsebut, nata jdan harus

, ditempuh adalah kontrol yang ketat
terhadap segala kebijaksanaen pemeriralt
oleh rakyat. Dengnn kata lain fingsi
hukum sebagai social eqwring harus
disertai dengan korilrol yang ketrt
pemerintah- Social engsnering tsnpa
kontol yang ketat rcrtadap penguasa sama
saja dengan menciptakan kescwenang:
wt,fatrg8rr

Untuk diketahui, berdasarkan hasil
cvaluasi "lvtasyarakat Transparansi
Indonesia (MPII) di bawah Pimpinan
Mkar'ie Muhammad, dari 528 bulh
K€putusa$ hesiden yang dibur oleh
Soeharto, minus I l8 brntr Keputusart
Presiden hasil ntifikasi pcrjanlian
intcmasional sclama pcriodc 5 (ima) uhun
(1993-1998), terdapat 79 buah dinilai
bermasalah {itu baru sclana 5 tahun,
apala$ s€lame 32 tahun) hduhan
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Keputusan Presiden yang bermasalah
ters€but menjadi bukti tentang p€nggunaan
kekuasaan yang tidak terbatas oleh
penguasa dalam menenfukan materi dari
produk hukum untuk diabdikan bagi
kepentingan p€nguasa dan para kroninya
(lndah Sri Utari, dalam Wajah Hukum di
Era Reformasi, 20274). Keputusan
Presiden yang bermasalah tersebut berisi
pengaturan yang sarat dengan kehendak
penguasa waktu itu. Namun apabila hal ini
dilihat dari perspektif fungsi hukum
sebagai sarana pembaharuan masyarakat,
maka Keputusan Presiden tersebut tidaklah
dapat dipermasalahkan.

Paradigna Law as a tool of social
engeneering hanya akan menemui
harapannya manakala pen$xra memiliki -
hati nurani dan niat yang tulus rrntuk
menciptakan ketnakmuran rakyat dan
menghindari peflggunaan kekuasaan untuk
kepentingan-kepentingan politik atau
golongan tertentu. Dengan kata lain,
soscial engenering akan menimbulkan
kemasalahatan manakala diterapkan di
dalam pemerintahan baik (Clean
Government dan Good Governance)
disertai dengan kontrol yang baik dari
masyarakat terhadap penguasa. Paradigma
yang harus dikembangkan terhadap frrngsi
hukum, adalah bahwa selain hukum
berfungsi sebagai soscial controle dan
social engenering harus pula
dikembangkan paradigrna hukum La as
tool of govemment conlrole.

Pandangan yang lain yang
berpengaruh terhadap penegakan hukum di

tanah air selama ini adalah faham yang
selalu mengaitkan penegakan hukum
dengan faltor-faktor lain di luar hukwn
yang akan terkena dampak dari penerapan
hukum, yakni faktor sosial budaya, politik,
ekonomi, dan keamanan. Menurut faham
ini, hukum tidak dapat diterapkan begltu
saj a tanpa harus memperhatikan
dampaknya terhadap kenyataan-kenyataan
sosial seperti aspek-aspek kehidupan sosial
budaya, politik, ekonomi, dan keamanan.
Manakala penerapan hukum akan
berdampak negatif besar terhadap aspek-
asp€k tersebut; maka hukum tidak dapat
diterapkan seperti bunyi normanya.

Pandangan ini, menurut hemat
penulis juga dalam batas-batas dan tahap
tahap tertentu dapat menimbulkan
kemasalahatan. Namun penerapan faham
ini di dalam negara yang pemerintahnya
sangat kuat juga dapat menimbulkan
dampak negatif, karena penguasa yang kuat
atau sebaliknya, penguasa yang terlalu
lemah dapat saja merekayasa faktor-faktor
di luar hukum tersebut demi kepentingan
penguasa atau kelompok tertentu sehingga
hukurn tidak dapat diterapkan.

Jangankan undang-rndang biasa,
undang-undang dasar saja dapat disimpang
apabila faktor-faktor di luar hukum itu
menjadi patokan di dalam p€nenpan
kaidah hukum. Sebagai contoh: Jatuhnya
Soeharto dari tampok kekuasaannya di
tahun 1998 dan Habibie di tahun 2000
tidak dapat dicari dasar yuridisnya di dalam
UUD 1945. Bukankah Presiden yang
mendapatkan dukungan mutl&k di MPR
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dsn kru b€b€rapa bulan diangkat terpolsa
hmrs monycrrhkan jabaunrya kcpada
Wakil hesidsn dengan alasan yang dibuot-
buat alias rekayasa. Demikian ptla"
I{abibie yang melrund konstitrsi
seharusnya dspot melanjdkan
kekuasaannya sampai tahua 2003 ketika
masa jabotan Presiden yang digantinya
bcra*hir, akan tetrpi terpaksa harus
mcoyel€oggnnkan Pemilu dan meletakkan
jabatarya serclah pertang€ungiawabannya
ditolak oleh MPR yang notabene alasan
penolakan t€rsebut telah direkayasa oleh

. kcmauan dari kekuatan-kekuatan politik
tert€ntu

,. Froscs pemberhentian Presiden Gus
Dur melalui meinorandum, yang scolah-
oleh nampak konstitusioml jugp pdut
diduga berjalan di atas reksyasa tckuatan
politik tcrtentu. Kcadaan ini adalah wajar,
jika dilihat dari pandangan yang terathir,
bahwa dalam pen€mpan hukum barus
merperhatilan faktor-foktor di luar
hukum. Rrtyst tidak merasa benalah telah
melanggnr konstitusi yang dibuatrya
scrdiri krrens merekr menganggap
daripada rknn 6sd6$nlksn dampak
neptif yaog hus tertadap kehidupon sosial
ekonomi politilq pertahanan dan keamanan
negara hkum tidak pedu diterapkan

Patut diduga balua tidat dapot
ditununrya para pelaku pclanggaran
hukum dan IIAM selana ini bukan scmata-
mata karena alasan telnis yrnidis yalmi
sulitqrr melakutan pelnbukti.n, atslpun
karena fi*tor hukum yang kurang baik,
falitor sarana dan prosarana yanC-tidak

memadai, atautrrn tarena sumbpr daya
mrnusia ymg tidak canggih, akan tetapi
karena adanya peng&uh drri faham yang
rcralfiir ini sebagEi alasan pembenar,
karena diansgap apobila peaegpkan,hukum
dilakukan dapat menimbull€n daspak
negrtif besar teftalap perekonomian dan
kemanan maupun politik dalam negeri.

Bahaya yng ditimbulkan oleh
&liran ini, menurut hemat penulis adalalq
bahwa kita tidak akan pernah meperapkan
asas supcrmasi hukum. Kita tidak akan
pelnah menghormati hrtkum seperti yang
dikehendaki ketika dibuatnya Oleh sebab
itu fabarn ini dapat rclccehkan salah satu
sendi terpenting dari negEra hukurr, yakni
asas lcgalitas.

Ke d€pa& kita h€ndaktrle
mengernbangkan poradigna bahwa
perhatian terhadap faktor-faktor di luar
hukurn terutama ditekankan ketika hukum
itu dibuat, s€dangkan ketita .hrkum
diterepkan hecdaknya berlaku prinsip
"lokomotif harus berjalan di atrs rel
hukum" bukan rel yang harus mengikuti
lokomotif. lpabila ini yang tcrjadi mak"
jangn harap tujuan' bertongsa dan
bcmegara akan pernh tercapoi. Yang akan
terjadi justru keluncuran. Bayangkan
apabila lokomotif &ri ge6ong kereta ap
berlari kencang kesana kemari se$ai
dengan kehendaftnya tanpa mengikuti
relnya- Bukankah kcreta api itu akan
teqiungkal atau akan mensbrak nqah-
rumah dan tanaman penduduk.

Hukum hendaknya .ditaati oleh
scmus fihrk sclaun hukum itu tidak
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diubah. Apabila hukum tidak lagi dianggap
memberikan rasa adil di ddlam rirasyarakat
maka hukum itu hendaknya diubah melalui
jalur yang benar. Itulah makna dari sebuah
negara hukum. Dalam suatu negara hukum,
menurut hemat penulis keadilan harus
berada dalam kepastian.

Upeya Pemberdayaan Eukum Melalui
Lembaga Ombudsnan

l€bih dari 100 (seratus) negara
gada saat ini telah membentuk lernbaga
ombudsman. Sejak kelahirannya yang
pertama kali di Swedia dalam tahun 1809

. lembaga ini telah menjadi turnpuan
harapan penegakan konsep negara hukum
dan konsep demolrasi. Keberadaan
lembaga ombudsman poda saat ini juga
dapat dikaitkan dengan upaya mencipakan
good govemance.(Galang Asmara dalam
Mahkamah, 2@224)

Fungsi yang utama dari lernbaga
ombudsman adalah sebaeai sarana kontol
masyarakat terhadap penggunaan
kekuasaan oleh pemerintah @aulus Effendi
Lotulung, 1986:23) sekaligus juga sebagai
sarana perlindungan hukum bagi rakyat
@hilipus M.I{adjon, 1987:2). kmbap ini
menunrt pendapat penulis dapat dipandang
sebagai salah satu pilar konsep negara
hukum, karena berdasarkan kenyataannya
ombudsman ini sangat berwibawa dan
sangat konsen dcngan penegakan hukum.
Itulah sebabnya, tidak pernah ada di dunia
ini sebuah lcmbaga ombudsman
dibubarkan. Sekali ia didirikan, maka ia
tetap eksis, bahkan telah berkembang

sedemikian rupo. Di negara-negara yang
maju dari modern seperti Swedia, Inggris,
Perancis, Australia, New Zealand dan lain-
lain lembaga ini sanpt bergmgsi sebagai
tumpuan harapan masyarakat untuk
m€nyampaikan segala bentuk pelanggaran
yang dilakukan oleh pemerintah
(administrasi) terhadap rakyatnya.
Ombudsman benar-benar seolah-olah telah
mer{adi tangan kanan rakyat untuk

' menyelidiki dan mengontrol kesalahan-
kesalahan pemerintah.

Meskipun Ombudsman hanya
. mampu mernberikan rekomendasi tanpa

ada kekuatan mengikat secara yuridis,
namun berdasarkan pengalaman di negara-
negara maju rekomendasi Ombudsman
sangat dihormati. tlal ini tidak lain karena
Ombudsman marnpu menunjukkan
kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-
pelanggaran pemerintah secara obyektif. Di
lain pihak Parlemen biasanya sangat
memperhatikan nasihat-nasihat
rekomendasi-rekomendasi sebagai salah
satu tolok ukur di dalam mcnilai kincrja
pemerintah.

Oleh sebab .itu dalam rangka
penegakan hukum di lndonesia yang
sedang gamang ini, kebcradaan lembaga
ombudsman hendaknya disambut dan
didukung sepenuhnya oleh setiap
komponen bangsa Menurut hemat penulis
ada beberapa kcuntungan dari keberadaan
ombudsman:
Bagr rakyat, Ombudsman merupakan
saftma kontrol terhadap pernerintah,
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sehinggs depaf menc€gah Pritaku
pemerintah Yang mgrugikan wargs.
bagi pemcrittah, ombudsman merupakan
parh€r yang dapot dimintakan nasihat
dalam memperbaiki kinerjanya. Bagr
bangsa, Onbudsman merupakan sarana
uotuk menciptakan pemerintalun yang
bersih" trassparul bertanggrmg jawab.
Bagi pdnegnk hukurn, Membantu aporatur
pencgnk hukum -di dalam Pcnegntan
huktm, sekaligus rmtuk menegakkan
eksistensi negara hukum dan
demokrasi.kesejaht€raan.

PedbcrdryDn Eu|.un Mcnuju
Enporvring Shte

Kursep emPowering stat€
merupakan konsep yang . relatif baru.
Konsep ini ada 'disinggung oleh Muh
Guntur dalam Dsertasinya berjudul
Pengoturan Hukwn darl Pelaksanaan Tara
Nia$ Produk Peftaaian (Muh.Guntur,
2002) Menurut hemat penulis, Psda
dasamya konsep ernPowering state
menghendaki negara tidak lag
mengkoopusi rakyat melainkan negara
hondaknya lebih banfk berperan sebo$i
penyedia sarana pendukung mtuk kegiatan
rakyat. Negnra lebih diwajibkan untuk
.menciptakan kondisi yaag kondwif tngi
kegiaran warga masyarakat. Negdra
hendaloya tidrk terlalu banyak ihrt
campur dalam rnru58n-urusian rakJrat.
Dengan kata tain rakyat hendaloya diberi
peluang yang lebih besar untuk mengunxt
dirinya scndiri. Kalau boleh memiqiam
istilah Bagir il{anan, 'l.Iegara alau

Pemerintah harus bertindak selaku pemberi
fobilitas afau kenudaban-kemrdahan yang
menHorong tumbuhnya inisiatif dan
heatifitas" (Bagir lvtanar\ 1994:4) Dalam
kegiaan ekonomi, ralcyat bn&knya dibcri
pelt'"ng yang b€sar untuk menguasai alat-
alat produtsi. Jqdi rakyat hendaknya
diberdayakan.

Konsep ini kiranya paralcl dengan
konsep civil society yang telah mendasari
cita-cita kclahiran ordi reformasi. Dalam
teori fuEsi negara yang dikemukakan olch
Ad8tn Smith, negsra (pe.m€rintstt) meureng
dibotasi dalam tiga fungsi, yakni: (l) tugas
menjaga kcemanan dan ketertiban (seourity
and order), (2) tugss menegnkkan keadilan
(usticc enforce,mont), (3 ) tugss
membongrm sarana dan prSsarans atau
infra stuktur publik (public irfrsstructtJre
dcvelopnent) @udhi Pras€ty4 1997 :19).

Apa yang dikemukakan oleh Adast
Smith tersebut kiranya sangst tepat sebaFi
paradigma yang diout bangx Indonesia
ke deparl karena pondangnn tersebut
seirama dengan konscp paradigtot falsafati
tentrng fungsi hukum -*Terti yang telah
dikemukakari di depan, dan cocok pula
dengEn paradigna konsep civl society,
s€rta dcngan paradigna futuristik tentsng
globalisasi dan .era perdagangar bebss.
Negara hendaknya tidak terlalu mendiktc,
apalagi mengkoo$ssi urusan-urusan warga
dalam dunia usaba aarym urusarFurusan
sosial. Paradigma terseht hanya cocok di
masa lalu ketika bangsa Indonesia masih
bodoh karena baru tcrlepas dari
cengknman penjajahan. Fungsi negara

L . i '
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yang p€rlu dikembangkan adalah seperti
yang dikemukakan oleh Adam Smith
tersebut, atau apa yang dikemukakan oleh
L.A. Geelhoed. Mdnurut Geelhoed ada
empat fungsi negara, yakni: (1) fungsi
pengatunrn (de Ordenende), (2) fungsi
penyelenggaraan (de Presterende), (3)
fungsi pengendalian (de Sturende), dan (4)
fungsi perwasitan (de Arbitererende) [L.A.
Geelhoed, 1983:3 t-58). Menurut hemat
penulis, baik Adam Smith maupun L.A.
Geelhoeld tidak menghendaki adanya
campur tangan yang luas. Mereka
menghendaki adanya campur tangan
namun sangan t€rbatas sekali. campur
tangan negara pada hakikahya memang
harus ad4 akan tetapi dalam tahaptahap
perkembangan tertenfu dari su&tu negam
harus sekecil mungkin. Campur tangan
negara yang luas dibutuhkan ketika rakyat
memang tidak berdaya, bodoh dan miskin.
Akan t€tapi manakala rakyat sudah dalam
taraf majq maka campur tangan negara
harus sekecil mungkin. Campur tangan
negara, memang tidak dapat dihindari,
karena negara memiliki tangung jawab
dalam raneka mewujudkan tujuan negara.
Akan tetapi campur tangan negara harus
diberi proporsi yang sesuai dengan tahap
perkembangan rakyat suafu negara.

Menurut hernat penulis, pada tahap
sekarang ini, campur tangan negara
terhadap kehidupan rakyat Indonesia harus
dibatasi, karena selain rakyat Indonesia
sudah tidak laCt dapat dikatakan sebagai
rakyat yang bodoh dan miskin, juga
berdasark'an pengalaman masa lalu

penguasa telah memanfaatkan campur
tangtannya untr* kepentingan-kepentingan
golongan rakyat tert€ntu dan untuk
kepentingan politik tert€ntu.

Penulis mudukung s€penuhnya
apa yang dikemr,kakrq oleh Peter Mahmud
Marzuki yang menyatakan bahwa perlu
dibangun interaksi saling menguntungkan
antara pemerintah dan pasar, bukan campur
tangan pemerintah yang bersifat
mengekang versus "laisser-faire" pasar
bebas (Peter Mahmud Marzuki, 1997:4)

Bertolak dari pandangan di atas,
maka yang terpenting kelak carnpur tangran
negara terutama diarahkan pada penegakan
hukum secara baik sehingga tercipta suatu
konidi yang kondusif bagi segala aktivitas
masyarakat. Tidak adanya penegakan
hukum yang baik hanya akan
menyebebkan ketidakpastian berusaha dan
ketidakpastian dalam masyarakat
melangkah untuk meraih . masa depan.
Dalam hubungan ini, maka penegakan
hukum sekaligus pemberdayaan hukum
merupakan conditio sine quanon. bagi
terwujrdnya negira hukum dan
empowering state.

Penutup
Dari paparan di muka, dapet ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Faham filsafati tentang firngsi hukum yang
menyatakan 'hukurn sebagar samna
pembahanran masyarakat atsu r€kayasa
sosial" (Iaw as a tool of Social
Engeneering) akan menimbulkan
kemaslaahatan hagr rakyat apabila
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diinbangi dcngrn kontrol yong beit
terhadap pengpasa- Oleh scbcb ifu
paradigna tentang fungsi httkm"teiscbut
nenAamp dibdrcnii prinsip *law as a tool

-'' of govemmcnt colfi,of
Mempettimbangtan fakfor-faktoi di

luar hkum, dolam rangka psoscs
pencgrtan hukum, scperti faktd atosial
budayq politi'r,- ckonomi dan perahan-
hcmanan dapot melecchkan asas legalibs
yang merupalon salah salu scttdi ko.psep
ncgara hukum.

Untuk membdrdayahn hukut!
pada masa mcn&tao& s€gsmp bangsa
Ldoncsiq bcit paro ptn5rclcnggEm ncgrra,
pora penegak hukum, pcneimPin
pcmcrintahan, pera wakil rakyrt peogniar
hukun, pare p€,neg&k hukum, mahasis$,a
dan segenap anggpta masyatlkat,' hsrus
berupatti uotuk menyembuhkan p€ry*it
RM*TIK (Rusk Etilq Motal Afiltk,
Tcta4 Intelegansi d8rt Kearifan) di
kalansn bangm Indonesia.

L,ernbagn Ombudsoun memFnyai
pcranah yang $raregis scbagEi salah satu
sarana peoegatan hukum dm
pemberdayaab hukum, sailam konfiol
tcdradap pcnguasq sarafir utuk
menegnl*an konsep negara i hulqtnr dan
d€molaasi, s€ra sarans rst* mcncipalrn
pemerintahan clcan gwcrrmat dart good
governanca (pcmedmh yang b€rsih dan
poncrintalm png baik).

Penegn&an &n pernbrdsyaan
hr*rmr nenrpokan conditio sine quanon
bagi trrm{irdnya ncgara b*um d8n
crnpoucring sate.
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